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DINAS PENDIDIKAN

11. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 1281-630869
PURWOKERTO-53141

* KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9 /226 /2010

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

KELOMPOK BERMAIN BINA INSAN CENDEKIA DESA PIASA KULON
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Mengingat : 1.

KECAMATAN SOMAGEDE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Bahwa dalam rangka memenuhi hak penyelenggara Pendidikan Anak Usia
Jini (PAUD) jalur Non Formal dan berdasarkan peraturan Bupati
Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 pasal 18 tentang Perijinan maka periu
memberikan ijin oprasional penyelenggaraan;

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu
ditetapkan ijin oprasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Non Formal ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b perlu menetapkan ijin operasional penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Undang — Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah —
daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 125 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kall diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4844;

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoensia Nomor 5603,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeloiaan dan
Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang
Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman
Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten

Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38
Seri E);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas

Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2010 Nomor 7);

o e T e e e frE——

Sl ads 4 Sl

AT T T T

o (o

el

g g7 S
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Tugas  Unit Pelakaann  Tokpis  pada Ods  Pogelioiben Kb gt
Banyuas (Berita Dastah Kabiipeten Banyinnae el 2010 Meirse Wy,

17 Peratiian - Rupatt  Banyutiae  Notor 08 Jahgn 200 Fintybiatig
Penyelenggaraan Pendidlican Anak Unin DIt o Kabipmbeart Baryimise

Membaoca Vo Suwal Permohonan lin operasional penyalangaraanielomgpok Barmain
Bina Insan Cendelda Nomer O1PKK/Z010 tangyal 40477,

4 Rekomendas! Kepala Unil Vendidiian  Keoarnmatsn Burtagete Mo
A21.0200/2010 Yangyal 40470 perhal  permohiiaan iy operasionel
penyelenygaraan  Pendidikan  Anak  Usla DIl (PAUED)  Non F ot
Kelompok Hermain Bina lnsan Cendekls

MENETAPKAN

Pertama - Membaerikan t2in operasional penyelenggaraan kepada
Nama Lembaga Kelompok Bermaln Bina Insan Cendekia
Nama Panyolenggara -~ Menik Pujl Astuti, 6. Pd
Alamat Lembaga - RL04/01 Desa Plasa Kulo, Bomagede
Dasi . Plasa Kulon
Kecamatan ;. Somngede
Kedua ¢ Dengan diberikanya ijin operasional ponyelonggarann sebagaimana tersetiut

dalam diktum Pertama maka lembaga borkewajiban :
1. Memiiki tempat yang memenuhi  standar kelayakan  untuk

menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang
tidak dalam sengketa.

2. Memiliki peserta didik minimal 20 anak.
Memiliki tenaga pendidik minimal 5 orang, mencakup pengelola yang
merangkap sebagai kader/tutor dan sekurang — kurangnya 50 %
berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih

4. Memiiiki tenaga kependidikan yang sekurang - kurangnya 50 %
berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih,

5. Memiliki sarana dan prasaranalperiengkapan .

6. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luardalam dan sarana belajar
lainnya.

7. Memiliki program pembelajaran/kurikulum

8. Memiliki kemampuan pembiayaan.

9. Melaksanaan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku,

10. Mempunyai Stempel Lembaga

11. Ada Papan Nama Lembaga
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Larangan -

1. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa yin Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas.

2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas.

3. Merubah Nama Lembaga tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten

Banyumas
4. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang beriaku.
Ketiga Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan — ketentuan sebagaimana diktum
Kedua maka ijin operasional penyelenggaraan akan dicabut.
Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagamana
mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 1Y ~ 12 - 20[0

P tATﬁNAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS
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Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)

2. Camat Somagede
o 3. Kepala UPK Somagede
4

Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Menetapkan
KESATU

KEDUA

NOMOR AHU-0039576.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN BINA INSAN CENDEKIA

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARIF INDRA SETYADI,SH.,MKN , sesuai
salinan Akta Nomor 22 Tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat oleh ARIES
MUZAIJANAH, SH., M.KN. , dan salinan Akta Nomor 57 Tanggal 14 Januari 2016
yang dibuat oleh ARIF INDRA SETYADI,SH.,MKN tentang Pengesahan Badan
Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN BINA INSAN CENDEKIA disingkat
KELOMPOK BERMAIN BINA INS_AN CENDEKIA tanggal 31 Maret 2016 dengan
Nomor Pendaftaran 60160331331015869 telah sesuai dengan persyaratan
pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN BINA INSAN
CENDEKIA disingkat KELOMPOK BERMAIN BINA INSAN CENDEKIA;

MEMUTUSKAN:

: Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN BINA INSAN CENDEKIA disingkat KELOMPOK
BERMAIN BINA INSAN CENDEKIA
Berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS, sesuai salinan Akta Nomor 22 Tanggal 13
Desember 2010 yang dibuat oleh ARIES MUZAIJANAH, SH., M.KN. , dan salinan Akta

" Nomor 57 Tanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIF INDRA

SETYADI,SH.,MKN yang berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS.
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Maret 2016.
a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK [NDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
L]

Tkl

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 31 Maret 2016

DICETAK DARI AHU ONLINE (ADMINISTRAS! HUKUM UMUM)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Mengetahui
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASE MANUSIA REPURBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039876,AH.01,07, TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN SADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN BINA INSAN CENDEKIA

1. Susunan Organ Perkumpulan
NO ORGAN JABATAN
KTP PASSPORT PERKUMPULAN

MENIK PUR ASTURN 3302095505000004 PENGURUS KETUA
KUSMIATI 1302094502089000.2 PENGURUS SEKIE TARIY
NUR CAHYAN 3302006712750002 PENGURUS BENDAHARA
YANYO 1302090604770002 PENGAWAS PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Maret 2016,
a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONLESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
.

Tkl

Dr. FREDDY HARRIS, 5.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 31 Marel 2016

DICETAK DARI AHU ONLINE (ADMINISTRASI HUKUM UMUM)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INOONESIA

Mengetahul
anig ¢l Kabupaten Banyumas

SETYADI, SH., M.Kn




